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Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

Disampaikan Oleh:
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a. Pencapaian target pembangunan nasional tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, namun juga
bisa dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Dalam kerangka
pencapaian tujuan tersebut, maka target pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat
pemerintahan sesuai dengan kewenangan.

b. UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 258 ayat 3 mengamanatkan bahwa kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi
dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

c. UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 259 ayat 1 mengamanatkan bahwa untuk mencapai target
pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian dan Daerah. Ayat 2 menyebutkan bahwa koordinasi teknis pembangunan
antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah dikoordinasikan oleh
Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan
pembangunan.
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Pra Kortekrenbang
Waktu Pelaksanaan:

Minggu Ke-Tiga Januari

Kortekrenbang
Waktu Pelaksanaan:

Minggu Ke-Empat Februari 

s.d Minggu Ke-Dua Maret

Kortekrenbang Provinsi
Waktu Pelaksanaan:

Minggu Ke-Tiga Maret

Musrenbang 

Provinsi
Waktu Pelaksanaan:

Maret-April

Rakornas Bappeda 

Provinsi dan 

Kabupaten/Kota

Waktu Pelaksanaan:

Awal April

Musrenbangnas
Waktu Pelaksanaan:

Akhir Juni
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1. TUJUAN

a. Sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta pembangunan antar
daerah Tahun 2019.

b. Penyelarasan program, kegiatan, proyek, target, lokasi, dan anggaran pembangunan
nasional antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota masing-masing bidang
urusan pemerintahan Tahun 2019.

2. KELUARAN

a. Kesepakatan antara pusat dan daerah terhadap program/kegiatan untuk pencapaian 
target pembangunan nasional, sebagai masukan dalam Kortek Provinsi dan Musrenbang 
Nasional. Bahan masukan penyusunan rancangan awal RKP 2019.

b. Bahan masukan penyusunan rancangan awal RKP, RKPD Provinsi dan RKPD 
Kabupaten/Kota 2019.
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• REGIONAL I • REGIONAL II

MATARAM
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• PESERTA PUSAT

• Kemendagri;

• Bappenas; dan

• Kementerian/Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian.

• PESERTA DAERAH

• Pemerintah Daerah Provinsi yang 
terdiri dari:
• Sekretaris Daerah

• Bappeda

• Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan pemerintahan
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Pembahasan dalam Koordinasi Teknis Perencanaan Pusat dan Daerah meliputi urutan
pembahasan sebagai berikut:
1. Pembahasan Prioritas Nasional yang akan dilakukan oleh K/L;
2. Pembahasan Prioritas Nasional yang akan dilakukan oleh Daerah; dan
3. Pembahasan Proyek Daerah (usulan kegiatan) yang akan mendukung pencapaian target

pembangunan nasional.

Catatan:
• Pembahasan akan diutamakan pada pembahasan Prioritas Nasional di tiap daerah terlebih 

dahulu (Poin 1) dilanjutkan dengan (Poin 2).  
• Untuk daerah yang tidak menjadi lokasi pelaksanaan prioritas nasional, maka pembahasan 

dilakukan terkait usulan kegiatan daerah (proyek daerah) kepada pemerintah pusat atau 
pembahasan mengenai kebijakan arahan pusat kepada daerah (top down policy direction).
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Kemendagri

Mengarahkan dan
mengatur jalannya

Diskusi terkait: 1) Time 
Management; 2) Analisa 
Cakupan Pembahasan

(Ketersediaan dan
masukan data Proyek

dalam setiap Topik
Pembahasan); 3) 

Substansi Pembahasan
(Pembahasan detail 
Proyek by Proyek

dan/atau Pembahasan
Umum/Pokok-Pokok
Kebijakan Proyek)

Kementerian/Lembaga

Memberikan masukan
substansi atas Proyek K/L 
dan Proyek Daerah yang 

diusulkan Daerah

Bappenas

Sebagai Mitra K/L, 
memberikan masukan
substansi atas Proyek

K/L dan Proyek Daerah 
yang menjadi Prioritas

Nasional

Pemerintah Daerah

Memberikan masukan
terkait: 1) Tingkat 
Kebutuhan dan

Kesiapan Pelaksanaan
Proyek K/L; 2) Proyek

Daerah yang dibahas; 3) 
Lokasi dan target 

Proyek K/L

Notulen (Kemendagri 
dan Bappenas)

Mencatat Hasil
Kesepakatan Rakortek
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Hasil dari KORTEK Perencanaan Pusat ini menjadi bahan dalam

Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional, dengan

rincian sebagai berikut:

• Bagi Pemerintah Pusat

1. Penyempurnaan Program, Kegiatan, Proyek K/L, Lokasi dan Target

dalam RKP.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L.

3. Menjadi dasar pembahasan dalam Musrenbang Nasional.

• Bagi Pemerintah Daerah

1. Penyempurnaan Program, kegiatan, proyek daerah, lokasi dan

anggaran daerah pendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dalam

rancangan RKPD dan Renja PD.

2. Menjadi dasar pembahasan dalam Kortek Provinsi dan Musrenbang

Provinsi.

@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri



@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri

TARGET 

PEMBANGUNAN 

NASIONAL

(Dikoordinasikan Oleh 

PenanggungJawab PN – Bappenas)

Target Prioritas Nasional

Di luar Target Prioritas Nasional

(Dikoordinasikan Oleh SUPD – Bangda)

▪ RPJMN/RENSTRA 

K/L

▪ IKK/SDG’s

K/L  PROGRAM 

/KEGIATAN/PROYEK 

PRIORITAS

DAERAH 

PROGRAM 

/KEGIATAN 

PRIORITAS

K/L  PROGRAM 

/KEGIATAN/PROYEK 

K/L

DAERAH 

PROGRAM 

/KEGIATAN DAERAH

USULAN/ARAHA

N BAPPENAS

USULAN K/L 

DITETAPKAN 

BAPPENAS
USULAN/ARAHA

N BAPPENAS

USULAN 

DAERAH 

DITETAPKAN 

BAPPENAS



a. Format 1 Program/Kegiatan K/L yang

mendukung Prioritas Nasional (yang

harus diisi oleh pusat adalah Format 1.A

Indikasi Rancangan Awal Renja K/L); dan

b. Format 4 Program/Kegiatan/Proyek K/L

Yang Mendukung Target Pembangunan

Nasional Di Luar Prioritas Nasional Tahun

2019 yang harus diisi oleh pusat adalah

Format 4.A Indikasi Rancangan Awal

Renja K/L

Format yang diisi oleh Pusat

a. Format 1 Program/Kegiatan K/L Yang Mendukung Prioritas Nasional (yang harus

diisi oleh daerah adalah Format 1.B Usulan Daerah Untuk Rancangan Awal

Renja K/L);

b. Format 2 Program/Kegiatan Provinsi Yang Mendukung Prioritas Nasional;

c. Format 3 Program/Kegiatan Kabupaten/Kota Yang Mendukung Prioritas

Nasional;

d. Format 4 Penyelarasan Proyek K/L Yang Mendukung Target Pembangunan

Nasional di Luar Prioritas Nasional Tahun 2019 (yang harus diisi oleh daerah

adalah Format 4.B Usulan Daerah Untuk Rancangan Awal Renja K/L);

e. Format 5 Penyelarasan Program/Kegiatan Provinsi Yang Mendukung Target

Pembangunan Nasional di Luar Prioritas Nasional 2019; dan

f. Format 6 Penyelarasan Program/Kegiatan Kabupaten/Kota Yang Mendukung

Target Pembangunan Nasional di Luar Prioritas Nasional Tahun 2019.

Format yang diisi oleh Daerah

Menggunakan Aplikasi 

SIMLARAS Bappenas
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Menggunakan Aplikasi 

KRISNA Bappenas



K/L:

A) INDIKASI RANCANGAN AWAL RENJA K/L

No.

PRIORITAS NASIONAL, 

PROGRAM PRIORITAS, 

KEGIATAN PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS 

NASIONAL

OUTPUT (PROYEK) 

K/L
PROGRAM K/L KEGIATAN K/L TARGET*

LOKASI

KET
PROVINSI KAB/KOTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

.. Dst

B) USULAN DAERAH UNTUK RANCANGAN AWAL RENJA K/L

No.

PRIORITAS NASIONAL, 

PROGRAM PRIORITAS, 

KEGIATAN PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS 

NASIONAL

USULAN OUTPUT 

(PROYEK) K/L
PROGRAM K/L KEGIATAN K/L

USULAN 

TARGET*

USULAN LOKASI
KET

PROVINSI KAB/KOTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

.. Dst

Referensi PN, PP, KP, ProPN

(Aplikasi KRISNA)

Data Rencana Awal Renja KL (APBN)

(Aplikasi KRISNA)

Data Usulan Daerah ke K/L – Kewenangan Pusat

(Aplikasi SIMLARAS)



PROVINSI:

URUSAN :

No.

PRIORITAS 

NASIONAL, 

PROGRAM 

PRIORITAS, 

KEGIATAN 

PRIORITAS

PROYEK 

PRIORITAS 

NASIONAL

KEGIATAN (PROYEK ) 

DAERAH

PROGRAM 

DAERAH
PERANGKAT DAERAH OUTPUT/TARGET

PAGU (APBD) 

(RUPIAH)
LOKASI KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

.. Dst

Referensi PN, PP, KP, ProPN

(Aplikasi KRISNA)

Data Program/Kegiatan Daerah (Kewenangan Provinsi - APBD)

(Aplikasi SIMLARAS)



PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

URUSAN :

No.

PRIORITAS NASIONAL, 

PROGRAM PRIORITAS, 

KEGIATAN PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS 

NASIONAL

KEGIATAN 

(PROYEK ) 

DAERAH

PROGRAM 

DAERAH

PERANGKAT 

DAERAH
OUTPUT/TARGET

PAGU (APBD) 

(RUPIAH)
LOKASI KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
4

2

.. Dst

Referensi PN, PP, KP, ProPN

(Aplikasi KRISNA)

Data Program/Kegiatan Daerah (Kewenangan Kab/Kota - APBD)

(Aplikasi SIMLARAS)



URUSAN:

K/L:

A) INDIKASI RANCANGAN AWAL RENJA K/L

NO

TARGET NASIONAL (SASARAN POKOK PEMBANGUNAN 

NASIONAL RPJMN 2015-2019) OUTPUT 

(PROYEK) K/L
PROGRAM K/L KEGIATAN K/L TARGET*

LOKASI
KET

Indikator RPJMN Target 2019 PROVINSI KAB/KOTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

.. Dst

B) USULAN DAERAH UNTUK RANCANGAN AWAL RENJA K/L

NO

TARGET NASIONAL (SASARAN POKOK PEMBANGUNAN 

NASIONAL RPJMN 2015-2019) USULAN OUTPUT 

(PROYEK) K/L
PROGRAM K/L KEGIATAN K/L

USULAN 

TARGET*

USULAN LOKASI
KET

Indikator RPJMN Target 2019 PROVINSI KAB/KOTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

.. Dst

Referensi Target Pembangunan Nasional RPJMN

(Aplikasi SIMLARAS)

Data Rencana Awal Renja KL (APBN)

(Aplikasi KRISNA)

Data Usulan Daerah ke K/L – Kewenangan Pusat

(Aplikasi SIMLARAS)



PROVINSI:

URUSAN/BIDANG:

NO

TARGET NASIONAL (SASARAN POKOK 

PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019) KEGIATAN (PROYEK ) 

DAERAH
PROGRAM DAERAH

PERANGKAT 

DAERAH

OUTPUT/ 

TARGET

PAGU (APBD) 

(RUPIAH)
LOKASI KETERANGAN

Indikator RPJMN Target 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

.. Dst

Referensi Target Pembangunan Nasional RPJMN

(Aplikasi SIMLARAS)

Data Program/Kegiatan Daerah (Kewenangan Provinsi - APBD)

(Aplikasi SIMLARAS)



PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

URUSAN/BIDANG:

NO

TARGET NASIONAL (SASARAN POKOK 

PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019) KEGIATAN 

(PROYEK ) 

DAERAH

PROGRAM 

DAERAH

PERANGKAT 

DAERAH

OUTPUT/ 

TARGET

PAGU 

(APBD) 

(RUPIAH)

LOKASI KETERANGAN

Indikator RPJMN Target 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 4

2

.. Dst

Referensi Target Pembangunan 

Nasional RPJMN

(Aplikasi SIMLARAS)

Data Program/Kegiatan Daerah (Kewenangan Kab/Kota - APBD)

(Aplikasi SIMLARAS)
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